
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah clan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan 
Daerah ten tang Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan 
Kakus; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, / 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3890), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi 
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3969); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587\ I 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO 

NOMOR I~ TAHUN 2021 

TENT ANG 

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TEBO, 

BUPATI TEBO 

PROVINS! JAMB! 



Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo. 
2. Pemerintah Daerah adalahBupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Tebo. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo. 

5. Dinas terkait adalah satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas 
dan fungsi di bidang kebersihan selaku pengelola retribusi. 

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 
massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya termasuk kontrak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

7. Kakus adalah suatu tempat tertutup yang dipergunakan untuk membuang 
kotoran manusia yang terdiri dari leher angsa septic tank atau cubluk dan 
peresapan. 

8. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah 
suatu bentuk bangunan prasarana berupa sistem sanitasi untuk 
mengolah lumpur tinja yang dikumpulkan dari kakus penduduk, dengan 
cara menurunkan kandungan organik dan menghancurkan atau 
mengurangi kandungan mikro organisme pathogen agar lumpur tersebut 
dapat dibuang dengan aman. "'c. / 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN 
DAN/ ATAU PENYEDOTAN KAKUS. 

Menetapkan 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO 

dan 
BUPATI TEBO 

MEMUTUSKAN : 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfataan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 5161); 

/ 



9. Tinja adalah kotoran manusia yang berada dalam kakus. 

10. Sistem Pengelolaan Air Limbah domestik Setempat, yang selanjutnya 
disingkat SPAL-S, adalah SPAL secara individual dan/ atau komunal, 
melalui pengolahan dan pembuangan air limbah domestik setempat. 

11. MCK Plus adalah bangunan MCK dilengkapi dengan IPAL, dibangun pada 
kawasan permukiman dengan lokasi diupayakan dekat fasilitas umum dan 
fasilitas sosial. 

12. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau 
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. 

13. Retribusi penyedotan kakus adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 
atas pelayanan penyediaan dan/ atau penyedotan kakus yang dilakukan 
oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha 
Milik Daerah dan Pihak Swasta. 

14. Wajib retribusi adalah orang pribadi a tau badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan 
tertentu dari pemerintah kabupaten yang bersangkutan. 

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD 
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok 
retribusi yang terutang. 

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada 
retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah 
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif 
berupa bunga dan/atau denda. 

19. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan 
Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, 
Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk 
membayar retribusi. 

20. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tebo. 

21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atau yang selanjutnya disingkat PPNS 
Daerah adalah PPNSD di lingkungan daerah. 

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, 
dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan 
kepatuhan, pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang 
undangan. 

23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
Daerah (PPNSD) dalam hal menurut cara yang diatur berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta 
mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat 
terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 

~( 



(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan 
memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuam 
masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan 
tersebut. ~ / 

Pasal 7 

Bagian Keempat 
Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan 

Besarnya Tarif Retribusi 

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Penyediaan dan/atau Penyedotan 
Kakusdiukur menurut jumlah volume berdasarkan meteran satuan meter 
kubik, klasifikasi penggunaan layanan, dan lokasi pengguna layanan. 

Pasal 6 

Bagian Ketiga 
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus digolongkan sebagai 
Retribusi Jasa Umum. 

Pasal 5 

Bagian Kedua 
Golongan Retribusi 

Subjek Retribusi adalah setiap orang a tau Badan yang 
menggunakan/ menikmati pelayanan Penyediaan dan/ a tau Penyedotan Kakus. 

Pasal 4 

(1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan 
Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus yang dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah. 

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah pelayanan penyediaan dan/ atau penyedotan kakus yang 
disediakan, dimiliki dan/ a tau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak 
swasta. 

Pasal 3 

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus dipungut 
retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan. 

Pasal 2 

BAB II 
RETRIBUSI 

Bagian Kesatu 
Nama, Obyek dan Subjek Retribusi 



( 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD a tau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. 

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya 
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang 
tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemungutan diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

Pasal 11 

Bagian Kedelapan 
Tata Cara Pemungutan, Tempat Pembayaran dan Tata Cara Pembayaran, 

Angsuran dan Penundaan Pembayaran 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan penyedotan 
dilakukan. 

Pasal 10 

Bagian Ketujuh 
Wilayah Pemungutan 

(1) Tarif retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditinjau kembali 
paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 9 

Bagian Keenam 
Peninjauan Tarif 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus 
sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 8 

Bagian Kelima 
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan 
pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. 

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan 
jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. 



(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitansurat 
teguran diatur dengan Peraturan Bupati. 

tindakan 
hari sejak 

(2) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran. 
(3) Pengeluaran surat teguran sebagai awal 

pelaksanaanpenagihanretribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) 
jatuh tempopembayaran. 

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, 
WajibRetribusi harus melunasi Retribusi yang terutang. 

(5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh 
Pejabat. 

(1) Retribusi yang tidak atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan 
STRD. 

Pasal 16 

Bagian Kesembilan 
Tata Cara Penagihan Retribusi 

(1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
diberikantanda bukti pembayaran yang sah. 

(2) Setiap pembayaran dicatat di buku penerimaan pendapatan. 

Pasal 15 

Retribusi untuk 
yang ditentukan 

Wajib Retribusi 
waktu terten tu 

(3) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada 
untukmengangsur Retribusi terutang dalam jangka 
denganalasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(4) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan Wajib 
menundapembayaran Retribusi sampai batas waktu 
denganalasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(1) Wajib Retribusi wajib melakukan pembayaran Retribusi. 
(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harusdilakukan secara lunas. 

Pasal 14 

Tata Cara Pembayaran Retribusi, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran 

Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka 
hasilpenerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke kas Daerah paling lambat 
1 x24jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. 

Pasal 13 

Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain 
yangditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan. 

Pasal 12 

Tempat Pembayaran 



(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat 
mengajukanpermohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi 
kepadaBupati. 

Pasal20 

Bagian Kedua Belas 
Pengembalian Kelebihan Pembayaran 

Bagian Kese belas 
Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi 

serta Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi 

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya,kelebihan 
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalanbunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas)bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 
sejakbulanpelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. 

Pasal 19 

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejaktanggal Surat 
Keberatan diterima harus memberi keputusan ataskeberatan yang 
diajukan dengan menerbitkan Surat KeputusanKeberatan. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 
memberikankepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang 
diajukanharus diberi keputusan oleh Bupati. 

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnyaatau 
sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yangterutang. 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewatdan 
Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukantersebut 
dianggap dikabulkan. 

Pasal 18 

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau 
pejabatyang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengandisertai 
alasan-alasan jelas. 

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan 
sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi 
dapatmenunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi 
karenakeadaan di luar kekuasaannya. 

(4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi 
danpelaksanaan penagihan Retribusi. 

Pasal 17 

Bagian Kesepuluh 
Keberatan 



(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah 
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya 
Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di 
bidang retribusi. 

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tertangguh apabila: 

a. diterbitkan surat teguran; dan/ atau 
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung 

maupun tidak langsung. 
(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat 
teguran tersebut. -, / 

Pasal 22 

Bagian Keempat Belas 
Kedaluwarsa Penagihan 

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan 
pembe basanRetribusi. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian 
pengurangan,keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana 

_,----. dimaksud padaayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 21 

Bagian Ketiga Belas 
Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi 

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejakditerimanya 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusisebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
telahterlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, 
permohonanpengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap 
dikabulkandanSKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 
(satu)bulan. 

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, 
kelebihanpembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
langsungdiperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi 
terse but. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana 
dimaksudpada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 
2(dua)bulan sejak diterbitkan SKRDLB. 

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelahlewat 
waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, 
Bupatimemberikanimbalan bunga 2% (dua persen) setiap bulan 
atasketerlambatan pembayaran kelebihan Retribusi. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian 
kelebihanpembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur denganPeraturan Bupati. 



( 1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan \.../ 
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

Pasal 26 

BAB IV 
INSENTIF PEMUNGUTAN 

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhanpemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan 
peraturanperundang-undangan Retribusi. 

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib: 

a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, 
dandokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi 
yangteru tang; 

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruanganyang 
dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaranpemeriksaan; 
dan/atau 

c. memberikan keterangan yang diperlukan. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusidiatur 

dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 25 

BAB III 
PEMERIKSAAN 

Instansi pemungut Retribusi Penyediaan dan/Penyedotan Kakus adalah Dinas 
Teknis 

Pasal 24 

Bagian Keenam Belas 
Instansi Pemungut 

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah 
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi 
yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 23 

Bagian Kelima Belas 
Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa 

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan 
masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada 
Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan 
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh 
Wajib Retribusi. 



't I 

J. menghentikan penyidikan; dan/ atau 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 
Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana. 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukanpenyidikan 
tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimanadimaksud dalamundang 
undang Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat 
pegawainegeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang 
diangkat olehpejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan 
peraturanperundang-undangan. 

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah 
dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih 
lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan 
Retribusi; 

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan 
terhadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; 

g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan 
Daerah dan Retribusi; 

1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 

Pasal 27 

BABV 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

(2) Pemberianinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui 
Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah. 

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud 
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 



'TAHL1N 2t)2 ! j 

LEI\,1Bl1!.R_A_I,J fiil~ER_i\_H I~11~Bt]Pi-\TEN TEBC) Ti\Hl7N 2(J2 l I\J(Jlv1!_> _K .. r ~ 

(NOREG /PE~TURAN DAER.t'\H KABUPATEN/PROVINSI JAMBI) 

(i. 
/ .... 

Ditetankan di Muara Tebo 

Daerah ini, dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo. 
• . ' • • -1- ' ' ; Agar setiap orang mengetanumya, mernerintan Kan pengunuangan 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 29 

BAB VII 



Biaya transfortasi tambahan untuk luar kota, dihitung mulai batas kota : 
1. Sebesar Rp. 100.000 [seratus ribu rupiah)/rit dengan jarak O km sampai 

dengan 30 km; 
2. Sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)/rit dengan jarak 30 

km sarnpai dengan 70 km; 
~ Sebesar Pp 0~(\ Qf\f\ (Dua ratus 11·..,.,,., puluh ... ;1 .. ..,, runiah) Ir,+- denzan ;,., ... ak ,._... ~\..-U\...~ .1.'\.. • .L.t..J\J. \JV J..U · J. J..J.J.U. I.A..1\...,L .L J..J..U\,...&. '-L.f"".1.t..-l. .J..JJ .:OJ..L.. \...J.J.5 J.. JU.J. l. 

lebih dari 70 km. 

15. 

I 
) 

50.000/M3 
I Bagi Badan/ Swasta penyelenggara jasa peiayanan 
I penyedotan kakus yang menggunakan pembuangan 
I l TPT,......, •1 •1 p • ~ 1 T'°'t. 1 I Ke 1 L 1 m111K emenrnan uaeran 

1. i 1 empai usana, komersu, an oisrns I 1 I .UUU/ ivro 

2. I Rurnah tangga I 85.000/M3 I 
3. I Rusunawa dan asrama I 70.000 jiv13 j 

4. Tempat pelayanan sosial I 50.000/M3 I 
r; r-v 1 - I ! 

I I. . 1· Tarif I 
No. ObJek Pelayanan I I 'Rp} ~·" ---·-t "'------ · --·------, -- ,-·----- .,- d -- , .. - .------------·------ I --, ''"'O ~'"''"' ,, i"' 1 

PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS 
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RTRIBUSI 

TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ ATAU 
PENYEDOTAN KAKUS 

: 1 a TAHUN 2021 
ii :)UN I 2021 

NOMOR 
TANGGAL 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO 
LAMPI RAN 


